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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kematian seseorang, secara otomatis menimbulkan akibat hukum, dengan 

adanya hubungan yang berkaitan dengan hak yang ditinggalkannya, bahkan 

masyarakat dan negara (baitulmal) pun, dalam keadaan tertentu, mempunyai hak 

atas peninggalan tersebut.1 

Terkait hak yang menyangkut harta peninggalan setelah kematian seseorang 

tersebut terutama harta benda yang ditinggalkannya, dalam Islam dikenal dengan 

Hukum Waris. Hukum Waris atau dapat disebut juga Waris Islam telah Allah 

tetapkan melalui salah satu firman-Nya yaitu dalam Alqur’an Surah An-Nisa’ [4]: 

7 yang artinya: 

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan 

kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bagian yang telah ditetapkan." 

Selain itu, ketentuan mengenai hukum waris baik secara terperinci dan jelas telah 

Rasulullah saw sampaikan melalui salah satu haditsnya yang diriwayatkan oleh 

Ibnu Majah dan Daruquthni, yang artinya:2 

                                                           
1 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata dalam Oemar Moechtar, Perkembangan Hukum 

Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia, Jakarta: Kencana-Pranamedia 

Group, 2019, hlm. 1-2. 
2 Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan 

Praktid Memahami dan Menghitung Warisan, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015, hlm. 

2-3. 
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"Belajarlah Faraidh (waris Islam) dan ajarkanlah dia kepada manusia 

karena ia itu adalah separuh ilmu dan ia akan dilupakan, dan ia adalah 

ilmu yang pertama akan tercabut dari umatku." 

Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa Hukum Kewarisan 

merupakan suatu hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta 

peninggalan (tirkah) milik pewaris, serta yang menentukan siapa-siapa yang berhak 

menjadi ahli waris dan berapa masing-masing bagian yang dapat diterima. 

Dalam Hukum Kewarisan atau disebut dengan Waris Islam, harta yang 

mengalami pemindahan atau peralihan hak kepemilikan ialah harta peninggalan 

milik pewaris. Harta peninggalan didefinisikan sebagai harta yang ditinggalkan 

oleh pewaris yang dapat berupa harta benda yang menjadi milik pewaris maupun 

hak-hak si pewaris. 

Sementara Harta Waris dalam KHI, disebut sebagai harta bawaan ditambah 

dengan bagian-bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan 

pewaris selama sakit sampai dengan meninggal dunia, biaya pengurusan jenazah 

(tajhiz), serta pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. 

Salah satu harta benda yang umumnya merupakan harta yang menjadi objek 

waris ialah berupa tanah atau bangunan. Tanah merupakan bagian dari permukaan 

bumi yang harus diatur dan dikelola secara nasional demi terjaganya kelestarian 

sistem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta amanat dari konstitusi ialah 

politik pertanahan dan kebijakan pertanahan diarahkan agar terwujudnya tanah 
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sebagai sumber yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang meliputi 

penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah.3 

Agar tanah dan bangunan harta waris tersebut dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya oleh ahli waris, maka dalam hal ini diperlukan adanya suatu 

proses yakni pendaftaran peralihan hak atau yang biasa disebut sebagai balik nama 

kepemilikan. Balik nama kepemilikan sangat diperlukan, terutama untuk harta 

warisan yang berupa harta benda (materiil) yang merupakan harta benda 

peninggalan yang nyata ada, berupa hak-hak kebendaan. Hak-hak kebendaan yang 

dimaksud salah satu contohnya adalah hak milik atas tanah, rumah, dan lain-lain.4  

Balik nama kepemilikan merupakan suatu upaya untuk dapat 

merealisasikan apa yang disebut sebagai Hak Milik sebagaimana telah disebutkan 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria atau yang 

disingkat UUPA, bahwa Hak Milik ialah hak yang diperoleh berdasarkan turun 

temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan 

mengingat ketentuan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. 

Berdasarkan pengertian Hak Milik di atas, maka terdapat hal-hal yang perlu 

diperhatikan yaitu turun temurun yang berarti hak atas tanah terjadi selama 

pemiliknya masih hidup atau jika pemiliknya telah meninggal dunia, maka Hak 

                                                           
3 Anita D. A. Kolopaking, Penyeludupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di 

Indonesia, Bandung: PT Alumni. 2021, hlm. 2. 
4  Putri Intan Ayuningutami dan Fatma Ulfatun Najicha, “Kajian Hukum Terhadap  

Ketentuan Dan Prosedur Peralihan Waris Hak Atas Tanah”, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum  

Kenotariatan, Vol.10, No.2, Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2021, hlm. 210. 
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Miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya jika persyaratan sebagai ahli waris 

terpenuhi.5 

Ketika terjadinya waris mewaris, kemudian secara otomatis hak-hak yang 

melekat atas tanah tersebut beralih kepada ahli waris. Dengan beralihnya suatu hak 

atas tanah, maka data atas kepemilikan tanah tersebut juga ikut mengalami 

perubahan baik dari keterangan nama pemilik yang baru, bagaimana tanah tersebut 

beralih, dan lain-lain. 

Selanjutnya, dalam melakukan balik nama harta waris perlu adanya 

rangkaian kegiatan yang harus dilakukan agar ahli waris selaku pemegang hak 

berikutnya atas tanah dapat berbuat bebas atas tanah tersebut serta memiliki 

kepastian mengenai kepemilikan atas tanah yang dimilikinya. 

Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum menyadari 

atau mengetahui pentingnya balik nama kepemilikan harta waris setelah harta waris 

tersebut dibagikan. Hal ini dikhawatirkan dapat berpotensi menimbulkan sengketa 

diantara para ahli waris, yang menuntut untuk dibagikan ulang harta warisnya 

karena merasa bagian yang diterima salah satu ahli waris tidak sesuai dengan yang 

diharapkannya. 

Hal demikian sebagaimana terjadi dengan keluarga Alm. H. Slamet KM. 

Dimana Alm. H. Slamet KM pernah menghibahkan harta miliknya berupa tanah 

yang terletak dibeberapa daerah dengan pembagian waris Islam kepada tiga orang 

anaknya, yaitu 2 (dua) perempuan dan 1 (satu) laki-laki sebagai berikut.  

                                                           
5 Urip Santoso, Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susun: Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 19-20. 
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Tabel 1.1 Pembagian Harta Hibah Keluarga Almarhum H. Slamet KM 

Nama Ahli Waris Bagian yang diterima Lokasi Tanah 

Elli Susilowati 1 bagian atau 2/3 bagian Jakarta 

Alm. Agus Purwantoro 

2 bagian (lebih banyak 

daripada kedua saudara 

perempuannya) 

 Jakarta 

 Yogyakarta  

 Muara Enim  

Ari Setyowati 1 bagian atau 2/3 bagian Jakarta 

 

Kemudian diketahui, pada tanggal 25 April 2017 Agus Purwantoro yang 

merupakan salah satu ahli waris meninggal dan diketahui terdapat 2 (dua) bagian 

dari tanah hibah miliknya yang belum dilakukan balik nama kepemilikan atas nama 

Alm. Agus Purwantoro. Sehingga hal ini mengakibatkan harta tersebut kembali lagi 

ke tangan pemberi hibah yaitu Bapak H. Slamet KM. Namun, pada tanggal 2 

Februari 2021 H. Slamet KM selaku pemberi hibah meninggal dunia, maka dengan 

ini terjadilah waris mewaris.  

Dengan adanya tanah hibah yang kembali lagi kepemilikannya atas nama 

pemberi hibah, maka tanah tersebut menjadi harta sisa dan termasuk kedalam 

bagian dari harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris. Setelah pembagian 

dilakukan, nyatanya tidak semua ahli waris langsung melakukan balik nama 

kepemilikan atas harta waris tersebut, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian 

terkait pemilik atas tanah tersebut.  

Padahal seperti yang diamanatkan dalam Pasal 42 Ayat (1) PP No. 24/1997, 

bahwa penerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun atas harta 
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waris yang bersangkutan wajib untuk melaporkan adanya perubahan-perubahan 

pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar sebagai 

warisan kepada Kantor Pertanahan dengan melampirkan sertifikat hak yang 

bersangkutan, surat kematian orang yang namanya tercatat sebagai pemegang hak 

sebelumnya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. 

Selain diwajibkan dalam PP No. 24/1997, kegiatan pendaftaran peralihan 

hak karena pewarisan dilakukan agar terciptanya ketertiban dalam tata usaha 

pendaftaran tanah atau bangunan rumah tersebut serta data-data yang tersimpan dan 

disajikan dapat selalu menunjukan keadaan yang mutakhir, kemudian juga 

memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris. 

Kemudian terhadap tanah yang menjadi objek pembagian waris, yang 

sebelumnya dibagi secara hibah oleh Alm. H. Slamet KM., bahwa pembagian 

tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu 2:1 (dibaca dua banding 

satu). Penghibahan atas tanah dengan pembagian menurut aturan hukum waris 

Islam ini dimaksudkan agar harta yang sebelumnya milik Alm. H. Slamet KM. tidak 

lagi bersisa dan kedepannya para ahli waris yang telah menerima bagiannya tidak 

perlu mempersoalkan waris mewaris atas nama Alm. H. Slamet KM. Namun 

ternyata, hal ini menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya konflik diantara para 

ahli waris mengenai dibaginya tanah tersebut sebagai objek waris dan terhadap 

status hibah yang sebelumnya melekat atas tanah tersebut.  

Dimana seharusnya tanah yang menjadi objek waris sepenuhnya ialah 

bagian milik Alm. Agus Purwantoro dan ketika Alm. Agus Purwantoro meninggal, 

maka tanah tersebut dapat diwariskan hanya kepada keturunannya –Muhammad 



7 
 

 
 

Fathan Mubina, karena kedua saudara perempuan Alm. Agus Purwantoro telah 

mendapatkan masing-masing atas tanah hibah tersebut sesuai dengan bagian 

mereka. Akan tetapi, hal di atas tidak berlaku, karena tanah hibah tersebut tidak 

dilakukan balik nama kepemilikan atas Alm. Agus Purwantoro. 

Padahal jika tidak dilakukan balik nama kepemilikan maka akan 

memungkinkan bagi ahli waris yang lain untuk menuntut pembagian ulang jika 

dirasa bagian yang didapatkannya tidak sesuai yang nantinya dikhawatirkan dapat 

menimbulkan sengketa atau konflik antara keluarga.  

Demikian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penulis merasa perlu 

adanya suatu kajian hukum untuk memperoleh suatu kepastian mengenai balik 

nama kepemilikan hak atas tanah dari harta waris sebagai upaya perlindungan 

hukum bagi ahli waris serta bagaimana akibat hukum yang timbul dalam pembagian 

harta waris yang telah melakukan balik nama kepemilikan harta waris bagi para ahli 

waris yang lain. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengangkat tulisan yang 

berjudul: Urgensi Balik Nama Kepemilikan Hak Atas Tanah Dari Harta Waris 

Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Beragama Islam. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana urgensi balik nama kepemilikan hak atas tanah dari harta waris 

bagi ahli waris? 
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2. Bagaimana akibat hukum pembagian harta waris terhadap tanah hibah yang 

belum dilakukan balik nama kepemilikan hak atas tanah bagi para ahli 

waris? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui urgensi dari balik nama kepemilikan hak atas tanah dari 

harta waris bagi ahli waris. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum pembagian harta waris terhadap tanah 

hibah yang belum melakukan balik nama kepemilikan hak atas tanah bagi 

para ahli waris. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya 

dan hukum perdata terkhusus pada hukum waris Islam. Serta hasil dari 

penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai bahan literatur 

dalam proses belajar dan penulisan karya ilmiah mengenai urgensi 

balik nama kepemilikan hak atas tanah dari harta waris sebagai upaya 

perlindungan hukum bagi ahli waris yang beragama islam. 



9 
 

 
 

2. Secara Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, 

informasi dan pengetahuan secara langsung ataupun tidak langsung 

kepada masyarakat mengenai urgensi balik nama kepemilikan harta 

waris terkhusus pada kepemilikan hak atas tanah dari harta waris 

sebagai upaya perlindungan hukum bagi ahli waris yang lain. 

 

E. Ruang Lingkup 

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini hanya 

membahas bagaimana urgensi dari balik nama kepemilikan harta waris bagi ahli 

waris dan akibat hukum pembagian harta waris terhadap harta hibah yang belum 

melakukan balik nama kepemilikan bagi para ahli waris yang lain. 

 

F. Kerangka Teori 

Penelitian ini berlandaskan pada kerangka teori keadilan, teori kepastian 

hukum, dan teori perlindungan hukum. Teori-teori ini diperlukan agar dapat 

memberikan konsep secara hukum dalam pelaksanaan urgensi balik nama 

kepemilikan harta terkhusus dalam bidang hukum waris serta akibat hukum 

pembagian waris terhadap harta hibah yang belum melakukan balik nama 

kepemilikan bagi ahli waris yang lain. 

1. Teori Keadilan 

 Dalam Islam salah satu prinsip ajaran yang memiliki posisi penting ialah 

keadilan (al’adalah). Secara sederhana, keadilan ditafsirkan sebagai suatu upaya 
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untuk menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya.6 Sering kali kata adil dalam 

Alqur’an disebutkan dan banyak ditemukan dalam bentuk ‘adl. Namun Alqur’an 

menerjemahkan kata tersebut dengan banyak arti yang berbeda-beda baik kata atau 

istilah yang kaitannya dengan keadilan. Selain itu, Alqur’an juga menggunakan 

kata seperti qist, hukm dan sebagainya untuk menerangkan sisi atau wawasan 

keadilan.7 

Jika dikategorikan, terdapat beberapa pengertian dalam kata adl dalam 

Alqur’an yang merupakan akar kata keadilan sebagai sesuatu hal yang benar, bukan 

sikap yang memihak, penjagaan terhadap hak-hak seseorang dan suatu cara yang 

tepat dalam pengambilan keputusan.8 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata adil 

yang merupakan kata sifat yang menunjuk pada perbuatan, perlakuan, dan 

sebagainya yang adil. Sedangkan menurut bahasa arab keadilan berasal dari kata 

adl yang berarti bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan yang 

dimaksud meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan 

sesama makhluk.9 Pada hakikatnya, keadilan ialah memperlakukan seseorang atau 

orang lain berdasarkan kewajiban yang telah dilakukan sesuai dengan haknya yang 

mana hak tersebut ialah hak setiap orang yang diakui dan diperlakukan sesuai 

                                                           
6 Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam”, Tazkiya: Jurnal Pendidikan 

Islam, Vol.VI, No.1, 2017, Medan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sumatera Utara 

Medan, hlm.2. 
7 Eli Agustami, “Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur’an”, Jurnal Taushiah, Vol.9, No.2, 

2019, Medan, FAI-UISU, hlm. 9. 
8 Eli Agustami, Ibid 
9 Afifa Rangkuti, Op. Cit, hlm. 3. 
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dengan harkat dan martabatnya yang derajatnya sama di mata Tuhan Yang Maha 

Esa.10 

Salah satu penerapan teori keadilan yang erat kaitannya dengan hukum 

waris yaitu dalam menentukan antara bagian ahli waris perempuan dan ahli waris 

laki-laki, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 176 KHI bahwa seorang anak 

perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, namun apabila dua 

orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila 

anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian untuk anak 

laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.  

Hal ini banyak menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat karena 

dianggap tidak memenuhi unsur keadilan dimana bagian hak waris bagi anak laki-

laki lebih banyak dibandingkan dengan bagian hak waris anak perempuan. 

Sedangkan aturan ini menurut Zainuddin Ali (Hukum Perdata Islam: 2007), 

jika dikaji lebih lanjut, maka pemberian hak waris laki-laki lebih besar daripada 

perempuan, disebabkan adanya bobot tanggung jawab peranan antara laki-laki dan 

perempuan.11 Maka dengan ini keadilan merupakan salah satu hal utama dalam 

menentukan bagaimana suatu norma hukum dapat berlaku secara nyata di 

masyarakat, dikarenakan sejatinya hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, 

dipandang betul untuk menggunakan teori keadilan sebagai suatu dasar teori 

penulisan skripsi ini, yaitu bagaimana urgensi dari balik nama kepemilikan hak atas 

                                                           
10 Afifa Rangkuti, Ibid, hlm. 3-4; 
11 Islamiyati, “Analisis Asas Keadilan Pada Pembagian Harta Warisan Antara Laki-Laki 

dan Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, No.3, 

2013, Semarang, FH Undip Semarang, hlm. 187. 
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tanah dari harta waris bagi ahli waris dan apa akibat hukum pembagian harta waris 

yang belum melakukan balik nama kepemilikan bagi para ahli waris yang lain. 

2. Teori Kepastian Hukum 

Gustav Radbruch dalam bukunya eifuhrung in die rechtwissenschaften, 

menuliskan bahwa dalam dibentuknya suatu peraturan hukum, demi terciptanya 

suatu kejelasan dalam peraturan hukum tersebut, dengan adanya suatu kepastian 

hukum. Selanjutnya menurut Radbruch bahwa dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai-

nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (Gerechtigkeit); (2) Kemanfaatan 

(Zweckmassigkeit); dan (3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit).12 

Sebelum menganalisis keadilan dalam suatu hukum, perlu adanya analisis 

terlebih dahulu mengenai kepastian hukum.13 Menurut Van Apeldoorn, kepastian 

hukum memiliki dua sisi, yaitu sisi dapat ditentukannya hal-hal konkret dalam 

hukum dan sisi keamanan hukum. Yang artinya bahwa sebelum berperkara para 

pencari keadilan (justiabellen) ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya 

(inconkreto) serta adakah perlindungan hukum bagi mereka terhadap 

kesewenangan hakim.  Jadi menurutnya, bahwa kepastian hukum haruslah dapat 

memberi perlindungan pada para pihak yang berperkara.14 

Pendapat lain dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian 

hukum diartikan sebagai suatu hukum telah pasti sebab adanya kekuatan konkret 

pada hukum yang bersangkutan. Adanya asas kepastian hukum dapat diartikan 

sebagai suatu perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap suatu 

                                                           
12 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.45. 
13 I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiartha, Teori-Teori Hukum, Malang: Setara 

Press, 2018, hlm. 205. 
14 Ibid 
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tindakan sewenang-wenang, yang artinya bahwa dalam keadaan tertentu, seseorang 

akan mudah memperoleh sesuatu yang diharapkannya.15 

Selain itu, kepastian hukum menurut Islam telah Allah SWT perlihatkan 

dimana hukum dari Allah SWT merupakan hukum dengan otoritas tertinggi yang 

harus diterapkan dalam masyarakat dan harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada 

masyarakat sebagai suatu pedoman dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Hal 

ini sebagaimana yang disampaikan dalam Alqur’an surah Al-Qasas [28]: 5916 yang 

bunyinya: 

"Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia 

mengutus di Ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami 

kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota 

kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman." 

Dari kutipan ayat di atas, dikatakan bahwa ketika Rasul diutus untuk 

membacakan ayat-ayat Allah, maka artinya bahwa Rasul menjelaskan kepada 

masyarakat secara terang atau jelas sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan 

pasti hukum yang berlaku yang berarti terdapat kepastian hukumnya.17 

Oleh karena itu, menurut penulis dalam penulisan skripsi ini, diperlukan 

adanya penggunaan teori kepastian hukum sebagai salah satu wujud upaya untuk 

menganalisis kepastian dalam hukum serta mendapatkan jawaban atas rumusan 

masalah dan mencapai tujuan yang diajukan dalam penulisan skripsi ini, yaitu 

                                                           
15 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1993, hlm. 2. 
16 Muhammad Alim, “Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam”, Jurnal Media 

Hukum, Vol. 17, No. 1, 2010, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hlm. 156. 
17 Ibid 
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bagaimana urgensi dari balik nama kepemilikan hak atas tanah dari harta waris bagi 

ahli waris dan apa akibat hukum pembagian harta waris yang belum melakukan 

balik nama kepemilikan bagi para ahli waris yang lain. 

3. Teori Perlindungan Hukum 

Istilah Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon dalam 

kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal sebagai rechbescherming van de 

burgers. Maka perlindungan hukum dapat disimpulkan berasal dari bahasa 

Belanda, yakni rechbescherming yang berarti dalam kata perlindungan terdapat 

adanya suatu usaha untuk dapat memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai 

dengan kewajiban yang dilakukan.18 

Hukum dalam hakikatnya, ialah sebagai perlindungan kepentingan manusia. 

Maka, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan agar kepentingan manusia dapat 

terlindungi. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa ada 3 (tiga) unsur yang harus 

diperhatikan, diantaranya kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan 

(zweekmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit). Dengan adanya kepastian hukum 

yang berupa suatu perlindungan yustiabel pada tindakan sewenang-wenang, yang 

artinya bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkannya dalam 

keadaan tertentu.19 

Demikian, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan ditulisnya skripsi ini, 

yaitu bagaimana urgensi dari balik nama kepemilikan hak atas tanah dari harta waris 

bagi ahli waris dan apa akibat hukum pembagian harta waris yang belum 

                                                           
18 Muhammad Yuzrizal, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam 

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, De Laga Lata, Vol. 2, No. 1, 2017, Medan, FH 

UMSU hlm. 128. 
19 Ibid, hlm. 130. 
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melakukan balik nama kepemilikan bagi para ahli waris yang lain. Maka penulis 

menggunakan teori perlindungan hukum dalam rangka tercapainya tujuan dan 

menjawab rumusan masalah yang akan diteliti. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah 

normatif. Penelitian normatif ialah penelitian yang terfokus kepada kaidah-

kaidah atau asas-asas yang mengartikan bahwa hukum adalah suatu konsep 

yang berlaku sebagai norma atau kaidah yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar 

hukum.20 

Penelitian normatif kadang kala dikonsepsikan sebagai apa yang termuat 

atau tertulis di peraturan perundang-undangan atau dapat dikonsepsikan 

sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan bagi masyarakat dalam 

berperilaku pada apa-apa yang dianggap pantas.21  

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) dan Pendekatan Kasus 

(case approach). 

                                                           
20 Bachtiar, Mendesain Penelitian Hukum, Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 41. 
21 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, 

Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2018, hlm. 123. 
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a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) 

Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) ialah pendekatan 

dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-

undangan22 yang mengacu pada isu hukum yang akan dibahas yakni urgensi 

proses balik nama kepemilikan harta waris sebagai upaya perlindungan 

hukum bagi ahli waris, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

b) Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan Kasus (Case Approach) menurut Johnny Ibrahim (dalam Teori 

dan Metode Penelitian Hukum Normatif, 2005) merupakan pendekatan 

dengan tujuan untuk menganalisis diterapkannya norma atau kaidah hukum 

yang terjadi dalam praktik hukum.23 Dalam penelitian ini, pendekatan kasus 

digunakan untuk melihat bagaimana praktik hukum mengenai urgensi balik 

nama kepemilikan hak atas tanah dari harta waris dan apa akibat hukum 

yang timbul dalam pembagian harta waris terhadap harta hibah yang belum 

melakukan balik nama kepemilikan bagi ahli waris yang lain. 

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis dan sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

bahan sekunder, bahan sekunder ialah bahan yang diperoleh melalui 

kepustakaan dalam rangka mendukung kelengkapan bahan primer. Bahan 

                                                           
22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2006, 

hlm.96. 
23 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, 

hlm.58. 



17 
 

 
 

Sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan 

hukum tersebut sebagai berikut: 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memuat atas bahan-

bahan hukum yang mengikat, yaitu diantaranya: 

i. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 

ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

iii. Kompilasi Hukum Islam; 

iv. Alqur’an; 

v. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2043); 

vi. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639); 

vii. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 953). 
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b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum yang diperoleh untuk kelengkapan bahan hukum primer, 

yaitu buku-buku teks hukum. Bahan hukum sekunder berguna sebagai 

sumber referensi terhadap penelitian mengenai hukum waris, hukum 

agraria, kepemilikan hak atas tanah dan bangunan, dan buku hukum Islam 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian mengenai Urgensi Balik Nama 

Kepemilikan Hak Atas Tanah Dari Harta Waris Sebagai Upaya 

Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Beragama Islam.  

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa bahan non-hukum, 

diantaranya yaitu internet, ensiklopedia, kamus hukum, dan lain-lain. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder dalam 

penelitian ini adalah teknik kepustakaan. Teknik kepustakaan ialah suatu 

teknik untuk memperoleh abhan hukum dengan melakukan pengkajian pada 

bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

maupun hukum tersier dan bahan non-hukum. Dalam teknik kepustakaan dapat 

dilakukan dengan cara melihat, membaca, mendengarkan, maupun menelusuri 

bahan-bahan hukum tersebut melalui buku-buku, jurnal, internet, atau website. 
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5. Metode Analisis Bahan Hukum 

Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis bahan-bahan hukum 

pada penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan 

mengumpulkan, mengkualifikasi bahan-bahan hukum serta menghubungkan 

teori dengan permasalahan. Kemudian peneliti menarik kesimpulan untuk 

menentukan hasil terhadap data melalui wawancara serta peraturan hukum 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan bahan studi kepustakaan. 

 

6. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif, 

yaitu kesimpulan didapat dari permasalahan yang bersifat umum dan ditarik 

kesimpulan kepada hal-hal yang bersifat khusus. 
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